BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 392 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan
kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu dilakukan penilaian maturitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa untuk pelaksanaan penilaian maturitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri atas Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355), secbagaimana telah beberapa kali
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diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4390);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Atas Hasil Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. pengarah 1:

memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan

penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

b. pengarah 2:

memberikan rekomendasi terhadap arah kebijakan dalam

pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

c. penanggung jawab:

bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan dan

memastikan setiap anggota memahami dan melaksanakan

tugas masing-masing.
d. wakil penanggung jawab:

merencakanakan, mengorganisir dan mengawasi jalannya

proses penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

e.  koordinator:

1. merumuskan kecbijakan dalam rangka pclaksanaan
penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan
tingkat organisasi perangkat daerah;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada
tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi
perangkat daerah;

LAz



G-

3. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan
penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan
tingkat organisasi perangkat daerah;

4. melaporkan hasil penilaian mandiri pada tingkat

pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat

daerah; dan

melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan

dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri

pada tingkat pemerintah daerah.

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:

1. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan

wu

Organisasi:
a) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah
dacrah;

b) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis
(program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;

c) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
organisasi;

d) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak
evaluatan;

e) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim
Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan
Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

f)  bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft
Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:

a) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah;

b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak
evaluatan;

c¢) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim
Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan
Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

d) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft
Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:

a) menilai pengamanan aset pada organisasi yang
menjadi obyek penilaian;

b) menilai pengamanan aset pada organisasi yang
menjadi obyek penilaian;

¢) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak
evaluatan;

d) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim
Asesor sebagali bahan penyusunan Draft Laporan
Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

e) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft
Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
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4., Asesor Ketaatan terhadang Peraturan Perundang-
undangan:

a) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan pada organisasi yang menjadi obyek
penilaian;

b) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan
entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur
komponen struktur dan proses pada yang terkait;

c) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak
evaluatan;

d) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim
Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan
Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

e) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft
Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah:

a) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis
(program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;

b) menilai struktur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Manajemen Risiko, dan upaya
pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta
proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai
empat tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

c) menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator
penilaian; dan

d) menyusun draft laporan hasil penilaian mandiri
maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat
Penilaian Mandiri Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
mempunyai tugas scbagai berikut:

a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan

ekstern pemerintah daerah;

b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil
penilaian  mandiri  maturitas  penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah;
dan

meclaksanakan tugas-tugas lain  yang  dipcrintahkan
Koordinator Penilaian Mandiri.

o

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, Tim Penilaian Mandiri Atas Hasil Penilaian Mandiri
Maturitas bertanggung jawab kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARK] w | PARAF KOORDINASI

ABIDIKABAG L__f.’
| .

| KASUKASUBSID/KASUBBAGIF I /( | | KADIS/KABAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Ditetapkan di Tanjung |
pada tanggal 23O—z'qs¢f 25,

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

2. Seluruh Kepala Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

3. Anggota Tim Yang bersangkutan.

vn

A/’?‘”z-



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2¢2 /2025

TANGGAL }’S })\-‘ '}OLS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

l

Kepala Bagia_n O_rganisasi Sekretariat Daerah
| Kabupaten Tabalong

Koordinator Asesor

No. | JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM KET

1. | Bupati Tabalong Pengarah 1

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah 2

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab }

4 | Asisten Administrasi Umum Sekretariat | Wakil Penanggung |
Daerah Kabupaten Tabalong Jawab |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Koordinator |

5. | Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten :
Tabalong . . |

6.  Asesor Tingkal Pemerintah Daerah

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong

Koordinator

| Aset Daerah

Koordinator |

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Anggota

| dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada

| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

| dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
Perencana  Ahli Muda pada  Badan Anggota |
Perencanaan Pembangunan, Riset dan ‘
Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong |
Perencana  Ahli Muda pada Badan Anggota '-

| Perencanaan  Pembangunan, Riset dan

| Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong .

b. Keandalan Laporan Keuangan
Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Koordinator Bl
Daerah Kabupaten Tabalong B B
Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Anggota |

| Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong B - .
Kepala Bidang Anggaran pada Badan Anggota
Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah

' Kabupaten Tabalong e

¢. Pengamanan atas Aset Daerah

| Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan |
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Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Anggota -
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
Daerah I
Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Anggota |
Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan I
| Keuangan dan Aset Daerah !

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Inspektur Kabupaten Tabalong

Koordinator

| Inspektur Pembantu Khusus
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

pada

Anggota i

Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

An gg(;:f'él

Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Tabalong

Anggota

Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

Semua Perangkat
Daerah dilibatkan
dalam Penilaian

Mandiri |
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PARAF HIERARKI

BUPATI TABALONG,

Pl

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ %'\‘Q, /2025

TANGGAL }3 ')J,‘ ?olg
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS HASIL

PENILATIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM | ;
_No. JABATAN DALAM DII_\IAS; o SEKRETARIAT _‘r hET—

1 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Ketua |

" | Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong :
Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Anggota !

2. | Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah '
Kabupaten Tabalong ‘ ‘
Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Anggota | |

3. | Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ‘ I

Kabupaten Tabalong |

4. | Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Anggota |
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabalong _ ‘

5. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Anggota
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan '

| Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong |

BUPATI TABALONG,

__IC%

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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